
sebagai l o b i  kbmgm, 
menurn dari t&un ke taplun 

b u d  dan sulit ditanggulangi rnelalui 
beluna konkrit sampai kgkat  

sl luar jawa &lam 
daya bag1 pningkatan prod&wtas hutan, helm efehf, p 
sangat aarapkan meemkri lapmgan keja bagi pendu 
sekitar hutan. 

hutan darn tropis melalui 
a hutan sesuai 

dengan jenis pohon yang 

Dengan demikian mash dirasakan perlunya konsep yang tepat dan 
efehif &lam rnengelola hutan prduksi alam tropis Indonesia saat ini ke <earn 

s PA ernen h u m  yang bak 
capai k 

a. Terbentuk unit pengelolaan yang nyata baik di atas peta maupm di lapangan, 
sehgga terlindung s e a m  sempuma keutuhm whyah sebaga-a 
Layhya hutan budi daya. 



b. Memiliki sarana yang lengkap, seb 
secara sempurna. sehingga me 
tingkat pertumbuhan hutan se 
pemeliharam sesuai TPTI secara menye1unrh &pat disusun dengm tepat. 

c. Tersedia metoda untuk penempatan p g  paling tepat daPl sesuai un& lokasl 
penebangm tahunan, sebagai resu ( n d  k3.h 
yang bdapatkan berdasarkan tin di seluruh hutan 
sesuai tingkat pertumbuhan mashg-mhg.  

Monsep yang bersifat p 
Fore& Management (SFM) harusl& 
komprehensif, sehingg 
1. Dapat mencegah penu 

hi, agar tidak rnele 
bar keanekaragamm m b u h  (hioditrers@). 

2. Secara serasi dapat dljabarkan proses penguman hutan den@ straxegi ymg 
paling tepat dengan cara mene 
temjudkan. 

3. Tidak menghentikan produksi logs, agar pers 
te jamin. 

4. Tersedia alur pikir yang jelas, muck& dserap oieh sernua p W  ~ r k a i t  da lm 
pengelolaan hutan a l m  rropis 

5. Konsep pengelolaan hu& alarn produksi sejaIan dengan gkip-prinsip yang 
diatur dalarn ITTO a i d e  Lines, nnaupun Cretmr'a ITT&)fw the Maure -  
ment of Sustaitzabie Tropical Forest Managemnt, s p e m e k ~  
dapat memakainya Pedornm Mmajemen Notarn Tropis ~ g k a t  Nasioml 
yang mempakan tuntutan dari ITT8 Guide Lines. 

Sarana Manajemerp &tan di Pulau Jawa 

Hutan j ati 

1. Sejarah pembentukan unit mmajernen hutan jati 

Sejarah perkembangan pengelolaan hutan di Jam meliputi waktu ymg 
pmjang dimulai dari keadaan yang san 
keadaan yang dapat dikatakan teratur. Kerns 
penebangan yang salah terdapat pada j 
memikirkan kelestarim barn mulai 
Daendels (1 807 - 1830) meelalu 
bemr-benar mengarah pada bi 
barn dimlai tahun 1 874 dengm 



a. Hutan dibagi menjadi jati dan non-jati 
b. Hutan hams dikelola secara sistematis. Unit pengelolaan disebut Daerah 

HuW (FOFRS~ Distrid) 
c. Daerah Hutan hams dikeloh oleh Ahli Mehutanan 
d. Ehploitasi hutm dil oleh swash 

Pengabran diatas ternyata belum r-benar memecahkan masalah 
kelestarian waIau kemudim didukung perny Kiar (I870), yang rnenjadi da- 
sar yang h a t  d a l m  pengras tan, yang mengatur hal-ha1 sebagai berikut : 
a. DeMarasi batas-baras hu 
b. Manajemen hutan c i i  bagi kepentingan negara 
6. Pembagian 'hum dil mtuk kepentingan penebangan dlan penanmm 
6. Pembatasan bagi orilllg-omg untuk mengambil kayu di hutan. 

Kondisi pengaturn yang mengacu kepada bentuk hutan normal barn 
dengan usul dari B m h m  tahun 1892 yang barn diterima tahun 1897 
pa& pedentukan hou@esteri,' (1897 -1906) di Kradenan Utara 

mellputi tuas 4.040 ha dengan kelas pews jati. Pengaturan itu sekaligus 
menetapkan penyem-pumaan praturan 1874, diantaranya : 

n Mutan m e n d u p  orgarusas1 kehtman yang dpadukan dengan 
hutan secara teap dan ciefirutif. 

ing plan disuslln secara baku 
c .  Unit Mrvlanajemen Hutan da lm bent& houtoesteri,' dengan luas 2.500-1 0.000 

ha ditetapkan mtuk mengumgi sentang kendali (Span of Control) yang 
terlalu besar (luasan yang diras 

d. Pelahanam sarana 
1; Pembag~an hutan sampai dengm petak, ditetapkan secara jelas dengan 

pamk-patok. 
dengan ketentuan jelas dan dipatok untuk menjaga 

yang diikuti dengan inventarisasi vegetasi agar 
&pat diperlurkan Iuas areal penanaman, penylllman dm uemeliharaan 
hutan berupa penjarmgan rim lain-lain, untuk penyusunan anggaran dan 
biaya-biaya pengeluarm. 

2. Bentuk unit manajemen 

Pembentukan unit manajemen, khususnya sarana tata hutan sudah 
sangat jauh kemajumya dibmcfing pe a kali dilakukan yang ide 
pern$angwnannya dicetuskan ofeh Bminsma. WaIaupun bentuk hutan normal 
belum tercipta ke arah diharapkan yang disebabkan oleh rnuncuhya 
masalah kemanan pada j Jepang dan periode revolusi fisik serta kejadian- 
kejahan Lain yang menghalangi konsolidasi pembinaan hutan jati. 



Proses pengukuhan yang menjadi dasar mernberikan Jaminan kepastian 
h u b  bagi wlayah yang ditetapkm sebagai hutan telah lama dilakukm. Smpai  
saat Iru prosesnya rnasih bejalan terns dan tertib didasarkan pada peraturan 
pernerintah No. 33 tahun 1970 tentang perencanam hutan yang antara lain 
dalm menyelesaikan pengukuhan diatur sebagai berikut : 
a. Wilayah hutan yang telah ditunjuk nmun  belurn sempat dimmtapkan perlu 

& h f i  dengan pengukuhan melalui panitia tata batas. 
b. Untuk menyelesah tukar menukar wilayah, karena tem3rata ada wilayah 

hutan yang telah dikuku yang dimbil oleh pihak ketiga untuk keperlual 
lain maupwn oleh p inbh daerah atau pusat untuk keperluan 
pembangunan nasional. 

Unit mmajemen sebagai kesatuan yang mengacu pada bentuk hutan 
normal adalah unit KPH yang terdiri dari kelas gerusahaan yang a& terdapat di 
.Prilayahnya. Satu KPW bisa terdiri dari 2-7 afdeling hutan a m  Bagian 
Kesatuan P an Ilutan (BWII) dengan luasnya 4.000 - 20.000 ha. 

KP i kedalam sub KPW walaupun sub KPH kadang kala 
mernililu lebih dari satu jenis tanaman (keias pemsaham). Etat ditentukm untuk 
setlap KPM. Pembagian hutan dalam setiap KPM diatur sebagai berikut : 
a. WII &pat memiliki I sld 3 sub KPH 
b. Sub MPH memiliki 4 s/d 5 BKPH 
c. BKPH merniliki 3sId 5 RPH 

M merupakm pejabat terendah yang rnemiliki wewenmg koordinasi 
yang bersifat kedaerahan tertorial. Luas wilayah kekuasaan seorang K W H  
pada hutan jati berkisar pada 700 sld 1 200 ha gada hutan rimba berkisar pada 
1.000 sld 8.000 ha atau sektar 15 sld 20 petak. 

Luas petak di hutan jati barvariasi dari 50 ha sampai dengan 170 ha. 
s e h g  di hutan rirnba 100 ha sampai dengan 200 ha. Pet& urnumya rnasih 
terbagi Lagi ke dalam an& petak dengan luas minimal 4 (empat) ha, umumya 
antara 15-30 ha. Anak petak sudah mengacu kedalm satuan tindakan (silvikul- 
tur) nmun ada kalanya pada perjalman perkembangan tegakan terdapat ketidak 
smaan  yaig diakibatkm oleh keadaan tempat tumbuh maupun gangguan- 
gangguan luar, sehingga pada proses tindak ianjut remasuk penebangan tidak 
mungkin dilakukan bersama-sama. Keaclaan seperti ini mempakan salah satu 
sebab perlunya pemecahan ke da lm anak petak yang lebih iteciQ 

Mmdor bersifat fungsional, secara struktur berada di bawd  K W H  
nmun operasional langsung dikoordinasikan dan mendagat perintah dari Asper. 

Hutan pinus di jawa sudah ditanam sejak j m m  penjajahan Belanda. 
JeIlls yang ditanam hampir semuanya A n u s  merkusii berasal dari Aceh dm 
Swatera Utara. 



Pefigkatan penanarnm secara besar-besaran dilakukan pada tahun 
1958 dalam rangka prograrn pembmgunan hutan industri, dipilih jenis ginus 

untuk rencana penyedam penghara pabrik k e r n  di Cilacap, pabrik 
korek api, pensil, dan pe 

Saat hi hutan p etiap RPH yang dikunjmgi telah menzilih hutan 
yang cukup luas dan komposisi teg kelas umurnya cukup lengkap. Daur 
tebangm ditetagkm 25 tahun, walaupun realisasi pembangunmya sering pada 
umur yang lebih dari daur tersebut. Di Kediri maupun di L a w  Ds, walaugun 
penmaran dan angkutan'kayu relatif tidak ada rnasalah nmun  karena produksl 
getah mash lebih menguntungkan maka penebangm umumya bani dilakukan 
kalau lokasi penyadapm pada batang telah habis produksi getahnya. 

hutan pada umumnya tidak berbeda dengan hutan jati, hanya 
luas pe*ya lebih Iuas yaitu mtara 100 ha sampai dengan 200 ha dan 
umumya telah dibagi-bagi ke &lam an& petak. 

Hutm sengon 

Luas hutan sengon yang terdapat di KPH Kediri selumhya sehtar 
6.200 ha. Areal hutan sengon ini dulunya mempakm hutan jati yang selalu 
mengalami ganggum kernanan sehngga rusak dm merana, akhirnya diputus- 
kan diganti dengan hutan yang behngsi ganda sebagai hutan produksi kayu 
quick yield dan hutan sosial. 

Karena tvifayah ini sebe areal hutan jati, 
hutan relatif telafi intensif sam - etak, dengan luas 
antara 50 ha sampai 80 ha. 

Daur ditetapkm 8 tafiun dan pengaturan p an untuk menhpatkan 
kelas umur tahunan dilakukan dengan tertib. Hal Iru dapat menjadi acuan yang 
sangat rnengena pada pernbuatan hutan sejenis di luar jawa. 

Pelaksanaan tanman yang dilakukan dengm sistem tumgang san 
dengan memakai tanaman jagung, padi, nanas, dan cabe rawit kelikatan serasi 
dan saling mendukung. Penjarangan pe a-dilahkan pa& u m r  3 tahun dan 
selaslJutnya setiap tahun sampai mas& tebang pa& umur 8 tahun. 

Hasil kayu pertukmgan pada genebangan &Air berkisar antara 200-240 
m 3 b  dan apabila dihitung dengan kayu penjarangm &pat mencapai 300 
m3ha. 

Permasalahan Kehutanan di Luar Pulau Jawa 
pada Saat Ini 

Kupasan ini berdasarkan kepada Pokok-Pokok Pikiran Pembmgunan 
Kehu Bidang Pengusahaan Hutan pada Pelita IV, sebagai bahm Rapat 
Kerja Nasional Depaf lem Kehutanm fnun  1993. 



Sesuai dengan fungsi hutan dan kebijaksanaan yang ditempuh, pengusa- 
hutan produksi a l m  di Luar Jawa diselengga clalarn bent& 

pemberian KPH. Perkembangan HPH sejak tahun 198811989 - 199211993 
adalah sepertl tertera pa& Tabel I. 

Tabel I. Perkembangan Perusahan Pemegang IIPH tahun 1988 sld 1993 

Areal W W  seluas 63.363.6 15 ha tersebut ti& seluruhya ada pada 
hutan prcxiuksi (terbatas dm atau tetap) sebagian a& ymg terletak pada h u m  
konsemasi, hutan lindung, hutan konversl dan areal penggunaan lain (APL). 
Sebagian besar hutan produksi tetap, baik yang telah mupun ymg dibebani 
WH, belum dikukuhkm, menyebabkan kesulitan di &lam peren 
pelaksanam d m  pengawasm hutan . 

Ter+atnya areal EPH di luar hutan produksi t e t q  terjadi karena 
sebagian besar penetapan HPH diladtsmakan sebelunr. TGWK dtetapkan. Oleh 
karena itu maka diperlukan addendum areal HPH untuk mengeluarkm areal 
hutan konservasi dan hutan lindung. 

Dalarn rangka menunjang pernbangunm sektor lain, maka sebagim 
kawasan hutan yang ditindak &an dipertahankan sebagal hutan tetap, yang 
berupa tanah kosong, dan areal hutan rawang tidak produktif perlu dikonversi 
sesuai dengan permintaan. Da lm ha1 ini maka luas hutan alam yang d i b e b ~  
HPH tersebut diatas sering mengalami penibahm karena sebagian dialokasikm 
untuk kepentingan areal transmigrasi. areal pengembangan budidaya pertanim 
dan areal HPIITI. 

1. Smding stock dari hutan alam luar jawa sernakin merosot Perkiraan 
potensi rata-rata virginforest ini adalah + 36 m3ha 



2. Target mrsksimum prooiuksi &wan sebagaimana ditetapkan &lam Pelita V 
kehutanan adalah 157 juta m3 atau 3 1,4 juta m3/tahun. Apabila hutan 

industri darn hutan rakyat dapat dikembangkm &a akan ada 
pelumg penambahan p r o d h i  kayu bugat tahman, di Zuar produksi kayu 
bulat rirnba P e w  P e r h u h  di Pulau Jawa. 

LangM-Langkak Pembendan Menuju Pengelolaan Hutan yang Baik 

Lmgkah-lmgkah pembenahan yang diperlukan untuk menuju 
'emen hutan alam terdiri dari 4 (empat) tabp,  yaitu : 

b. Assesmi  in-put 
c. Operasional budidaya 
d. Perktungan out-put 

Didalm proses produd<s~ diperl sarana yang menjadi wadah 
operasional mewuju has8 berupa produk jasa ataupun barang 

Usaha produksi di hutan dam juga tersalur dalam prinsip ini dan 
dengan usaha bidang agrards lain yang memanfaatkm wilayah 

sebagai modal dasar dan kesubum (tanah, lingkungm) sebagai kekuatan 
penggerak untuk m e ~ b u l k a n  produk 

Dengan demikian terdapat 2 (dua) aspek ymg bersangkut paut dalam 
mewjudkan hutan sebagai alat produksi, yaitu : 
1. Legalitas wilayah 
2. Pengefektifan tenaga penggerak prodplksl 

Kegastian wilayah baik m g e n a i  luas clan status mutlak diperlukm 
d a l m  usaha budidaya yang bersifat agraris, h e n a  akan memanfaatkan wilayah 
yang luas dm periode siklus produksi relatif lama. Hal ini &an bersmght paut 
dengan jaminan hukum bagi tegakan di atasnya, maupun jminm hukum bagi 
prod& yang dihasikan. 

Usaha perkebmm an keras yang kurang leblh sama sifatnya 
dengan usaha bidang kehuman, hdc atas legalitas penggunaan wilayah diben- 
kan &lam bentuk Hak Guna Usaha WGU). Kekuatan legalitas kepenrilikan hak 
yang denvkim juga diperlukan &lam usaha budidaya bidang kehutanm. 
termasuk budidaya di hutan alam tropls. Legalitas wilayah hutan bag1 budidaya 
hutin ini dikenal da lm  bentuk pengukuhan hutan sesuai SIC Menter~ Kehtanm. 



Proses pengukuhan hutan alam melalui pembentukan unit SFM kiranya 
dapat dip* sebagai strategi untuk memjudkan usaha pengukuhan hi, karena 
& s w i n g  teh is  lebih sederhana karena keluasan relatif lebih Itecil cfan &pat 
men&darkan t e rmabya  enclave di $a1 a, sekaligus tel& &pat 
dioperasikan menjadi kawasan hutan prduksi yang penuh, sebagai kesatuan 
kelestarian. Dengan terbentuhya unit SFM, satu demi satu memberikan 
kepastian progres pengukuhan pada wilayah luas dalam kesatuan IIPH 

Penggabungan kernbali kedalm kesatuan unit kelestarian yang besar 
&pat secara otornat~s terldcsana bila mempunyal usaha yang sejenis dan dalam 
t h g h t  kesempu 

Kesuburan di &lam budidaya agribisnis sangat erat kaitannya dengan 
halitas tanah sebagai ternpat turnbuhnya. 

Di dalatn pengertian kesuburan ini kiranya tidak banyak yang perlu 
&;elaskan, karena semua orang mengerti bahwa wilayah yang tanahnya subur 
m e m b e r h  peluang besar. 

Di bidang bu&&ya hutan di Jawa dikenal istilah bonita untuk jenis 
tertentu. Mriteria ini tetap menjums kepada klasifikasi kesuburan yang terarah 
te jenis pohon tertentu. Tanah berb spur yang gersang, yang secxa 
m u m  &*an miskin dan ti& subur n kalau d i m m i  dengan jaii, 
relatif pertumbuhannya tinggi karena nilai kayu jati tinggi, maka kalau 

dengan kipasitas budidaya tanaman k p u r  yang gersang dengm 
jenis an jati dapat mengmguli daer& dengan katagori 

Kahgori kesuburan dengan bonita ini erat kai 
wilayah dengan kesesuaian jenis pohon (species matching). 

Di dalam pentanfaaim h u b  alam luar Jawa saat mi, dengan merman- 
fatkan kehidupan alamiah sosial tumbuh-mmbuhan umumya didominasi oleh 
Jenis pohon tertentu, yang sehligus menjadi tanman pokok budidaya, sepert~ 
meranti, kerning: kapur, agatis, matoa dan banyak lagi jenis-jenis kayu rirnba 
lain. Secara u m m  dapat dikatadtan bahwa pertumbuhan pohon-pohon tersebut 
dalm lingkungmya tergolong subur. 

N m u n  perlu disadari bahwa dukungan keberadam sosial tumbuh- 
tumbuhm ini sangat erat k dengan kondisi subur &ri tanaman gokok. 
Bila kondisi sosial hunbuh di bawah ambang maka kondisi perturn- 

tanman pokok akan sangat merana atau malah mati sama sekali. Belum 
penelitian yang &pat menetapkan kacliar arnbang ini, oleh karena itu satu- 

satunya jalan adalah sifat kehati-hatianlah yang perlu dipedebal. Perlakuan- 
perlakuan yang @at rnengAbatkan kondisi vegetasi dibawah ambang perlu 

dari. 



Penebangan hubn d a m  melalui slstem TPTI telah terbukti ti& 
ambang kondisi mi*al media pend 
Dengan dernikian pemeliharaan tegakan 

engan tepat &an memperlihatkan pertumbuhan yang tergolong 
para usahawan tidak usah ragu di d a l m  memilihnya menja& 

p i l h  us*. 

B. Assement input 

Di &lam buku-buku tentang rnana jem p r d k s i  assesment input ini 
adaiah 4 (empat) M (&, m e r i a l ,  Money and Methad4 dan infomasi. 

Di &dam tulisan ini hanya &bahas keperluan tenaga kerja yang 
berasal dari masyarakat di sekitar hutan dan metode TPTI 

Masyarakat sekitar hutan sampai saat ini hanggap sebagai trouble 
maker di &lam budidaya hutan darn, rnelalui perladangm b e r p i n a ,  penebmg- 
an liar m u p u n  usaha l a h y a  yang memben h p a k  kemsakan hutan. Usalha- 
usaha mengurangi darnpak kerns ini, tertuang &lam kewaj 
study diagnostik, m c o b a  menibina mereka rnelalui program p 

Dihlarn tulisan ini ingin diutarakan bahwa kajian unbk mernbina 
mereka kedaiam budidaya hutan alam dengan landasan usaha ekonomi 
perushaan. Analisis tentang penggunaan tenaga mereka secara efektif dapat 
mePnberi perturnbuhan tambahan pada hutan dan penambahan pertumbuhan ini 
anenjacii dokasi untuk rnembayar irnbalan mereka. 

Masyarakat sekitar hutan memiliki kelebihan sebagai pengisi keperlum 
tenaga kerja pemeliharaan hutan, karena : 
a. Memiliki ikatan yang erat dengan hutan sebagai Lingkungan hidupnya. 
b. M e n g e d  jenis turnbuhan setempat secara baik, baik n m a  maupun sifat- 

sifatnya. 

2. Sistim s i l ~ k u l t u r  TPTH 

Pemerintah telah mengeluarkan pedoman pembinaan hutan alam dengan 
sistern silvikultur TPTI. Penyempumaan dari TPTI &an otomatis tersalur 
melalui rnekanisrne umpan balik jika sistem manajemen sudah baku d m  tertib 
Sampai saat ini urnpan balik ini pernah ada sekaligus memberi indikasi bahwa 

'emen belum terlaksana secara penuh dan konsekuen. 
Penyernpumaan sistem TPTI juga dapat melalui data-data yang 

terkumpul dari sample plot permanen di masmg-masing bllok. 



operasional me- i seluruh input secara 
efektif dan efisien ymg rnel pilihan metode, da lm hal ini PTI ,  serta 
penjabarannya kedalam kesel hutan dengan kelengkapan matexi, dana dan 

Out put adalah bagian perhimgan pendapatan jajaran emen 
prodplksi. Mernbandingh out put dengan in put mempakm p e r ~ h n g m  laba- 

a b  usaha layak atau ti& 
ernen hutan, out put atau surnber ineorne p e r h i w m -  
ment atau rdap. Oleh sebab itu di &lam konsoEdasi 

rkan di s w i n g  pembenbkan unit hutan 
engukuran Gap, yang &tin& IanJuti 

an yang &pat mernacu riap di semua 

Perkmgan rnengenai pengabran hasil sangat berperan di &lm 
penetapan Icelayakan pengelolaan hutan. Jaminan kelestaxim hutan yang paling 
apabila pengabran hasil dilakukan melalul perpaduan anaara rnanajernen hutan 
dengan s i l k l t u r .  Pelaksana silvkultur secara efektif &an member1 derajat 

g optimal di semua bagiarn hutan. Seluruh volume ge 
smber out-put (in-come). Adapun pernunm 

emen hutan. Perhitungan ini difomulasikan da lm rurnus : 

G.S - 2 
I = l x r  = 

r 

& r n m  : I = hasil ~ u l a a n  (m3/th) 
1 = luar areal hutan (ha) 
r = riap (m3/ha/th) 

Fomulasi ini terdapat &lam bentuk hutan normal rnaka didalm kondisi 
hutan lain wtuk h u m  buatan maupun hutan alam (Irregular Foresf) 
perhitungm perlu d i s e s u a h  terhadap faktor-fakcor spesifik lokal. 



2. Basis rencana pemanenan hutan d m  sernula 

Di dalm rencana pembentukan unit hutan alam rnenjd unit hutan 
proddsi, bentuk kesatuan SFM sernula di rem dengan perhraan bahwa 

hutan awal mas& me mil^ kondisi yang rata-rata tergoiong klima~ 
. Pemberim lnput belwn 

ditebang dalm suatu periode 
ang. Penetapan etat cukup 

d i d a s a h  pack etat luas yang =tap dikombinasikan dengan AAC (Annual 

P d e w  'iTPTI plus S lebih lmjlat. 
l a  dipelajara secara s 

ciapat d i s i m p u h  bahrva pern FM adalah c h i  h u m  bekas 

. sesuai penebqan RH(T, lokasi bekas 
sederajat dengm perlakum pa& pene ' 

dan me mil^ daftar register 
pa& WII d e ~ k i a n  pula pada Pernerintak Cq Dinas Kehutanan 

an terhadap wilayah ini. ti@ boleh lepas, karena inil& yang 
nantinya menjadi. benmk growing stock sebaga kapilal pa& periode rotasi 
b e h t .  

3. Pembernahan mmajemen terhadap kondisi hutitan sehrmg 

. Luas kesatum SFM ti&& usah besar tapi memiliki sifat 

an kegada para pen~saha  agar rnenyustm rencana 
menyeiumh pada growing stock sebagai umur input 

terbaik sebagai wadah out-put. 
5. Penduduk setempat &pat te &an sebagai SDM terampil pa& bidang 

pennelhaan hutan. 
isa mbra input dan out put meIllberi gmbaran kelay s e b ~ a  

para pengusaha tergerak hatinya, dan drhunbau mtuk rnelaksanakan secara 
berm. 



a kita melaksanakan iangkah-langkah penyelamatan ini, adalah 
dengm jalan membentuk langsung unit kesatuan produksi (kornparternen) 
dengan petak-petak yang komplit sesuai dengan rotasi yang dimbil(35 buah 
p e a )  secara sama besar. 

Perkernbangan tegakan setelah 5 tahun peiaksmaan konsolidasi mana- 
jemen hutan &an memberikan hasil : 
1. Terbentuknya kondisi growing stock barn yang meneeminkan pembentukan 

ke a& bentuk n o m d .  
2. Terjadi rehabilitasi pa& hutan yang belurn ditebmg, karena dilakukm 

secara menyelumh sebagai penambaran  input. 

Didalm kaitan no. 2 lnilah munglun perlu suatu pedornan tarnibahan 
yarng mengatur subsidi (bila perlu) kepada para gemegang (HPH) agar 

insentif untuk melaksanakan pemeliharaan menyelumh. 

1. Mefihat sifat tanman pokok pa& budidaya hutan, yang memiliki keunikan 
dibmdng dengan budi daya lain, budidaya hutan mendasarkan groduksi 
kepada kekuatan kesuburan lokasi, tanah dan linghngannya. 

2. Sebagai usaha produksi, manajemen hutan adalah manajernen produksi yang 
prinsipnya dilandasi oleh input-output 

3.  amb bar& u m m  &lam proses managemen produksi adalaih skema : 
NPUT -- Tranfomasi - OUTPUT 
Terdiri dari Dimbah menjadi Menghasilkan barang 
S u i b e r h y a  manusla usaha dengan me- dan jasa sebagai : 
Dana makai alat produksi produk utama dan 
MateI.lia1 yang Capital Goods produk tarnbakan 
Met& 
Infomasi 

4. Dari paradigma ini dapat ditarik kesirnpulan bahwa konsolidasi kernantapan 
proses produksi hasif hutan te jadi melalui 4 tahag, yaitu : 
a. Mernbangun alat produksi berbentuk Capital Goods 
b. Assetment Input berasal dari seluruh penjabaran rpission pembangunm 

kehutanan secara cermat dan efektif 
I 

c. Rencana operasional yang memgakan tranfomasi dari input di atas yang 
efisien menggunakan Capital Goods 

d. Metode kalkuiasi Output (Yield Regulation), sebagai usaha mengeluarkm 
pendapatan (income) tanpa mempengamhi hutan sebagai kapital 



5. Membangun hutan sarnpai pada kelengkapan kapital mengacu pa& bentuk 
ideal teoritis Ilmu Manalemen Hutan yang umum dikenal dengan bentuk 
Hutatn N o m d  

6. Bentuk hutan yang direncanakan dibangun h u m  nomal adalah kesatuan 
SFM.  

7. Kesatuan SMF rnempakan bentuk kapital yang memiliki kriteria lengkap 
tenmg: 
a. Kepastian hukum wilayah yang tetap (dikuhhkan) 
b. Memiliki lay-out yang komplit? berupa pembagian h u m  yang dihteraksi- 

k m  dengan pengisian tegakan dengan tingkat perkembangan (umur) 
c .  Memiliki dasar-dasar bag1 penysunan unsur-unsur lain d a l m  rnanaje- 

men. seperti : organisasi, actuating d m  landasan kontrol. 
d. Mernberikan ped jelas tentang pengalokasian output, buah budihya, . 

yang benar-benar sesuai dengan keterkaitan input karena dapat terpilih 
dari kapitai secara jelas 

8. Didalm usaha pembentukan kesatuan SFM dikenal.5 jalur, yaitu : 
a. Membentuk kutan S F M  dengan bahan dasar uilayah kosong, betukar 

yang non produktif. Didalm usaha ini dikenal dengan usaha W I  yang 
sedang dilakukan s a a  ini. Pembentukan kesaban SFM dengan acuan 
hutan normal, akm dapat tercapai rnefalui penanman yang tertib dan 
teratur dan diikuti dengan pemeliharaan terkenddi rnelalui metode 
silvikuatur yang dianut 

b. Pembangunan kesatuan SFM di wilayah yang sebagian besar telah 
tertutupi dengan usaha penghutanan reboisasi dimana keluasm masing- 
masing kelas tidak terabr n m u n  telah terdapat tegakan yang kategori 
mas& tebang. Langkah pokok di dalam usaha ini adalah pengaturan 
kembali agar dapat mengarah pada bentuk hutan nomal. Pa& saat 
penebangan dan penanmannya kernbali bila ternyata kurang luasnya 
dapat mengikut sertakan tanah kosong lain sebagai kelengkapan has .  
Dalam jalur ini terdapat porsi pendaparan. 

c. Usaha mernbentuk kesatuan SFM barn dengan konversi hutan alam pa& 
saat ini dilakukm dengan prosedur IPK (Ijin Pemanfaapan Kayu). Usaha 
membentuk unit SFM adalah pembia3~aan investasi, sedang pendapatan 
dan IPK diatur terpisah d m  sendiri. 

d. Membentuk unit SFM melalui hutan alam yang kategori mas& tebang d m  
mempeitahankan nilai-nilai pertumbuhan asli yang ada. Usaha yang 
sedang dijalankan saat inl, yaltu pembentukan unit SFM, dicipitakan 
melalui penebangan yang tertib dan teratur. Luas dan volume tebangan 
&atur dengan ACC yang didapatkan secara eemat h dengan latar 
belakang pemikiran bahwa hutan dalam kondisi seluruhntya masak tebang. 
Keberhasilan dari usaha ini tercipta rnelaiui kecematan memperlakukan 
bekas tebangm hutan sama dengan layaSmya hasil t anman  pada proses 



IITI. Setiap tahun tebangan 
unit SFM yang dituju. 

e. Membentuk unit SFM dengan me 
a l ~ a h  di hutan rusak dan hutan sekunder 
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